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ANDI SITTI  ADAWIYAH NURJAYADI ( B111 07 897 ), Analisis 
Yuridis Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi 
Kasus Putusan No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks) dibimbing oleh              
Prof. H. Muh. Said Karim S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Hj. 
Haeranah S.H., M.H sebagai Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat  
dalam kasus No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks., dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa. Sebagai contoh kasus penerapan hukum pidana dalam Delik 
Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam perkara No.744/ 
Pid.B/ 2013/PN.Mks serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 
(empat) bulan pidana penjara. 
 
 Penelitian ini dilakukan di Makassar yang lokasi penelitiannya 
bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Kantor Kejaksaan 
Negeri Makassar dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang 
terkait yang menangani secara langsung kasus penganiayaan yang 
dimaksud serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
kasus yang diteliti.  
  
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1). Penerapan hukum 
pidana materiil terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka 
berat dalam kasus No. 744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks telah tepat karena 
perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur pada Pasal 351 ayat (2) 
KUHP. Dalam kasus ini, dari perbuatan terdakwa tersebut, korban 
mengalami luka tusuk akibat benda tajam dan menyebabkan pada daerah 
perut saksi korban yaitu 2 (dua) jari dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 
cm (satu kali nol koma lima) dan menembus pertengahan usus besar 
(perforasi pertengahan calin transversum mesosigoid) yang kemudian 
luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam dan 
membuat korban harus menjalani perawatan instensif. 2). Pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No. 
744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks dengan adanya tiga alat bukti yang sah serta 
hakim yakin karenanya. Keterangan saksi korban, alat bukti surat berupa 
Visum et Repertum dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan 
alat bukti lainnya menjadi hal penting untuk menjadi acuan bagi majelis 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu 
Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang 
berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi 
komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram 
dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban 
dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. 
Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang 
sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka 
menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas 
bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan 
pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. 
Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral 
sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu 
perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain 




Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu 
perbuatan pidana. Meskipun sebagaian besar tindak kejahatan yang telah 
termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi 
suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam 
membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.  
Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita 
yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Maraknya 
tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi 
pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang 
kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan 
dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik 
secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat 
mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada 
penganiayaan.  
Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang 
berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk 
penganiayaan yang tentu memiliki kosekuensi pemidanaan yang berbeda 
pula.  
Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk 
perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat 
berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya 
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aturan pidana dari penganiyaan yang dapat menyebabkan luka berat 
ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang 
sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek 
hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.  
Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan 
sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 
KUHP yang menegaskan bahwa : 
(1). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah  
(2). Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  
(3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun  
(4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan  
(5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
 
Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang 
penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 
KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa : 
(1). Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-
sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 
bulan  
(2). Yang bersalah diancam : 
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; 
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat ; 
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
(3). Pasal 89 tidak diterapkan 
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Kedua pasal di atas menegaskan bahwa  delik yang bersinggungan 
dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang 
terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu 
alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan 
menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan 
diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka 
mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan 
memperhatikan dengan cermat dan jelih terhadap unsur-unsur perbuatan 
yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi 
setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan. 
Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang 
bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas 
dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku 
mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan.  
Tidak hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik 
yang bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa  bentuk dari 
penganiyaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi 
Manusia.  
Pada tingkat penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik 
seringkali menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat pelaku 
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untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada tingkat 
penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menggunakan surat 
dakwaan alternatif, dimana JPU dalam hal ini akan mendakwa pelaku 
dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan 
jenisnya sebagaimana yang di atur dalam KUHP.  
Berdasarkan kedudukannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) relatif 
lebih mudah dibanding hakim yang tentu harus memeriksa dengan 
cermat, mempertimbangkan berbagai aspek serta bermusyawarah 
sebelum menjatuhkan putusan.  
Oleh karena, surat dakwaan nantinya akan menjadi pedoman bagi 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) hanya berkewajiban untuk menentukan beberapa 
pasal yang dapat dimuat dalam bentuk surat dakwaan alternatif misalnya 
dengan memberikan dakwaan alternatif yakni antara Pasal 170, Pasal 351 
sampai dengan Pasal 358 yang kesemua pasal tersebut bersinggungan 
dengan tindakan kekerasan maupun  penganiyaan dan beberapa 
jenisnya.   
Selain itu, Jaksa Penuntut Umum  (JPU) juga dapat menggunakan 
surat dakwaan primair subsidair. Surat dakwaan primair subsidair 
memposisikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban membuktikan 
dakwaan primairnya. Bilamana dakwaan primair Jaksa Penutut Umum 
tidak terbukti, maka masih terdapat pasal subsidair pada surat dakwaan 
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yang tentu dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjerat 
pelaku.  
Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim yang berkewajiban 
menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dapat 
menjadikan surat dakwaan sebagai pedoman dalam memiliki dan 
menentukan dengan pasti dakwaan manakah yang mencocoki dengan 
serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan 
hasil pembuktian yang ditemukan selama proses persidangan berjalan.  
Pada kasus No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks., terdakwa atas nama 
Masykur alias Botak didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya 
yakni terdakwa MASYKUR alias BOTAK melakukan delik penganiyaan 
terhadap saksi korban dengan seorang diri dank arena perbuatannya 
tersebut telah menyebabkan adanya luka tusuk pada daerah perut saksi 
korban yaitu 2 (dua) jari dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu 
kali nol koma lima) dan menembus pertengahan usus besar (perforasi 
pertengahan calin transversum mesosigoid) yang kemudian luka tersebut 
sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam yang kemudian 
telah dikuatkan dengan bukti Visum et Repertum yang kemudian dialami 
oleh saksi korban. 
Sehingga, atas perbuatannya tersebut terdakwa didakwa oleh 
Jakwa Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan primair 
subsidair, yang dalam primairnya yakni dengan menerapkan Pasal 351 
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ayat (2) KUHP dan dalam dakwaan subsidairnya, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun yang  
 Surat dakwaan yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum pada surat 
dakwaannya yakni surat dakwaan primair subsidair. Tidak jauh berbeda 
dengan surat dakwaan alternatif yang menuntun Majelis Hakim nantinya 
akan memilih perbuatan manakah yang lebih mencocoki rumusan delik 
yang dilakukan oleh pelaku, surat dakwaan primair subsidair juga 
mengisyaratkan Majelis Hakim nantinya dapat menentukan dakwaan 
manakah yang sekiranya lebih mendekati dengan beberapa unsur delik 
yang mencocoki perbuatan pelaku.  
Pada umumnya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat 
dakwaan primair subsidair bilamana delik yang dilakukan pelaku memiliki 
ketentuan pidana yang berkualifikasi atas beberapa jenis, seperti delik 
penganiyaan yang meskipun kesemuanya berkaitan dengan penganiyaan, 
beberapa jenis lainnya memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda 
pula. 
Selain itu, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak boleh gegabah 
dengan hanya menggunakan surat dakwaan tunggal terhadap delik 
penganiayaan yang memiliki tingkatkan dan jenis yang berbeda 




Pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya 
kemudian menuntut terdakawa agar dijatuhi sanski pidana dengan 
menerapkan Pasal 352 ayat (2) dan dijatuhi vonis selama 2 (dua) tahun 
pidana penjara.  
Majelis hakim yang telah menerima dan memeriksa perkara yang 
pada akhirnya akan menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas 
perbuatannya setelah melalui proses persidangan dan telah berpedoman 
kepada surat dakwaan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan vonis 
kepada terdakwa Mansyur alias Botak sesuai dengan menggunakan 
Pasal 351 ayat (2) sesuai dengan isi dakwaan Primair Jaksa Penuntut 
Umum dalam surat dakwaannya dan menjatuhkan pidana penjara 
kepadanya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan dengan 
masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.  
Dari Proses persidangan yang berlangsung, terungkap fakta bahwa 
pelaku mewujudkan aksi pengniyaannya seorang diri yang 
dilatarbelakangi oleh rasa dendam terhadap saksi korban. Sehingga atas 
dasar itulah, pelaku berniat untuk mengikuti rasa amarahnya dan 
kemudian membalas perbuatan saksi korban terhadap dirinya. Atas 
kejadian tersebut, maka pelaku Masykur alias Botak kemudian di tahan 
untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar guna 
menjalani proses hukum serta pelaku berkewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku 
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terhadap saksi korban yang mengalami luka berat atas penganiayaan 
yang tersebut.   
Uraian tersebut mendasari pengkajian lebih jauh tentang delik 
penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan memilih judul              
“ Analisis Yuridis Delik Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka 
Berat ( Studi Kasus No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks. ) ”.  
B. Rumusan Masalah 
Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap delik 
penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus No. 744/ 
Pid.B/ 2013/ PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana putusan perkara pidana No. 744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks. ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus 
No. 744/  Pid.B/2013/ PN.Mks.  
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 





2. Kegunaan Penelitian 
a. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dibidang hukum khususnya pada penerapan pasal 
terhadap delik penganiyaan dan delik penguasaan tanpa hak 
senjata penikam / senjata penusuk. 









A. Tinjauan Umum Terhadap Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan 
hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut : 
Isi hukum pidana adalah : 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukuman pidana 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum 
pidana 
3. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian 
peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan 
pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan 
mengadakan hukum pidana. 
 
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008 : 2) menjelaskan hukum 
pidana materiil dan fomil sebagai berikut : 
Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang 
yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. 
Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil 
diwujudkan sehingga diperoleh keputuan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan keputusan hakim. 
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 Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang apabila tidak 
dipenuhi anak maka diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana 
formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum 
pidana materiil. 
 Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), arti dari pidana 
itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar, yakni  semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh 
negara. 
 
 Menurut Simons (P.A.F. Lamintang,1984 : 48), mengatakan bahwa 
pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan satu 
putusan hakim yang telang dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
Begitu pula dengan Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), telah 
merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh 
penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan 
suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa 
tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 
seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta 
kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak 
pidana. 
 Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapar dibenarkan secara normal bukan terutama karena si terpidana telah 
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terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain 
dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori 
konsekuensialisme. 
Berdasarkan hal di atas, pidana dan pemidanaan serta siapa yang 
berwenang melakukan atau menjatuhkan hukum pidana tersebut, maka 
dapat memberikan penjelaskan apa tujuan dari pemidanaan tersebut. 
 
2. Jenis – jenis Pidana 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana 
Indonesia hanya mengenal 2 (dua) penggolongan pidana, yaitu : 





2. Pidana Tambahan  
(1).Pencabutan Hak-hak tertentu 
(2).Perampasan barang-barang tertentu 
(3).Pengumuman putusan hakim 
 
Jenis pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Adapun penjelasan yang akan 
dipaparkan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut adalah              
sebagai berikut : 
a) Pidana Pokok 





1). Pidana Mati 
Didalam Negara Indonesia delik yang diancam dengan pidana 
mati semakin banyak. Didalam KUHP sudah menjadi sembilah buah 
Pasal, yaitu : Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat 
(1), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 444, Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.  
Diluar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, seperti 
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) 1959 yang dapat 
memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan 
kekacauan perekonomian dalam masyarakat, Undang-undang 
Narkotika (Undang-undang No.22 Tahun 1997) khususnya pada 
Pasal 80 ayat (1) butir a, Pasal 82 ayat (1) butir a, ayat (2) butir a, 
dan ayat (3) butir a, Undang-undang Psikotropika (Undang-undang 
No.5 Tahun 1997) pada Pasal 59 ayat (2) dan Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999) khususnya pada Pasal 2 jika dalam keadaan tertentu. 
Pidana mati tercantum didalam Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, b, 
c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, d, e   Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
(HAM). 
Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, 
dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 
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pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan 
kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana 
terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka 
(Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14). 
Didalam semua peraturan perundang-undangan yang telah 
disebutkan diatas, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara 
alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada 
umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.  
 
2). Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya 
kemerdekaan/ kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi 
juga berupa pengasingan, misalnya di Indonesia pada zaman 
kolonial dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak 
istimewa Gubernur Jendral (exorbitante). Pidana penjara bervariasi 
dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur 
hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana 
mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). 
Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas 
tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima 
belas tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu seperti dalam 
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Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Undang-
undang No.3 Tahun 1971). 
Oleh karena itulah pula, ada kemungkinan orang yang telah 
dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan 
grasinya akan berbuat semaunya didalam penjara karena mereka 
beranggapan bagaimana juga ia berbuat baik jika mereka tidak akan 
mendapatkan pembebasan.  
Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, 
bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, 
tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti dibawa 
ini : 
a. Hak untuk memilih dan dipilih 
Tentang hal ini, dapat dilihat pada Undang-undang Pemilihan 
Umum di negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah 
agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur 
immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.  
b. Begitu pula hak memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.  
c. Sering pula diisyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-
perusahaan. Dalam hal ini, telah dipraktekkan pengunduran 
dalam batas-batas tertentu. 
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d. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu. Misalnya 
saja izin usaha, izin praktik seperti dokter, advokat, notaris, dan 
lain-lain. 
e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian 
menurut hukum perdata.  
g. Begitu pula hak untuk kawin sementara menjalani pidana 
penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat 
formalitas belaka. 
h. Begitu pula beberapa sipil lainnya.  
Semua yang tersebut dalam pidana tambahan, namun secara 
praktis terbenih (inherent) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang 
kadang-kadang luput dari pemikiran kita. Bahkan, masih banyak hak-
hak kewarhanegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam 
penjara. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seorang narapidana 
mendapat surat keterangan kelakuan baik sedangkan surat demikian 
merupakan surat penting dalam kehidupan di Indonesia. 
 
3). Pidana Kurungan 
Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006 : 289),  
pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu : 
a) Sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa 
dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan 
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satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 
KUHP).  
Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara, contoh 
yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan.  
b) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan 
kemerdekaan untuk delik pelanggaran. 
 
Pada delik dolus  tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam 
satu Pasal diatur tentang unsur sengaja dan culpa seperti Pasal 483 
dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel padanannya di Negeri 
Belanda, yaitu artikel 418 dan 41 WvS). Sebaliknya, terdapat pidana 
penjara dalam delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang 
dalam satu Pasal juga terdapat unsur sengaja dan culpa. Contohnya 
ialah Pasal 293 KUHP (Vos menyebut Artikel 248 WvS). Mengapa 
ada pidana penjara pada delik culpa, menurut Vos karena sulit 
menarik garis pemisah antara dolus dan culpa. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya 
pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang 
ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana 
mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, 
pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang 
ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. 
Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam 
pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan 
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ketempat lain diluar tempat di berdiam pada waktu eksekusi, tanpa 
kemauannya sendiri. Peberdaan lainnya lagi, ialah pekerjaan yang 
dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan dibanding 
terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).  
Suatu keputusan khusus untuk orang Indonesia tercantum di 
dalam Pasal 20 KUHP jo. Sbld 1925 No.28, bahwa hakim didalam 
keputusannya boleh menentukan bahwa jaksa boleh mengizinkan 
kepada orang terpidana penjara dan kurungan paling lama satu 
bulan untuk tinggal bebas diluar penjara setelah selesai jam kerja. 
Terpidana harus melaporkan diri di tempat kerja yang ditentukan, dan 
jika dilalaikan, ia akan menjalani pidananya didalam penjara.  
Orang-orang menyebut bahwa pidana penjara itu bertujuan 
untuk menakutkan (afschrikking) bukan untuk perbaikan. Sebenarnya 
pidana kurungan harus diberikan tempat tersendirinya, biasanya di 
rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang yang 
disandera. Keadaan di Indonesia masih menuju arah pembangunan 
Rumah-rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagaimana yang 
ditentukan dalam KUHAP. Untuk sementara, rumah penjara yang 
ada masih juga digunakan sebagai rumah negara dimaksud. 
Di Indonesia jarang sekali hakim menjatuhkan pidana 
kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila ada 





4). Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari 
pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pidana 
pengasingan. Pidana penjara terdapat pada setiap masyarakat, 
termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda juga dikenal pada 
zaman Kerajaan Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif 
dan tradisional di Indonesia.  
Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap 
delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh 
karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang 
dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda 
dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda 
ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga 
pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana 
penjara dan juga pidana denda pada delik-delik tertentu terutama 
delik yang menimbulkan kerugian.  
Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan 
pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang 
yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 
Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada 
negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada 
orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara 
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pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak 
dapat membayarnya. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh 
suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda 
tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian 
secara perdata kepada korban. Hal inilah yang banyak disalah 
tafsirkan oleh orang awam, terutama dalam hal pelanggaran lalu 
lintas sering dipikir jika telah membayar ganti kerugian kepada 
korban (kadang-kadang diperantarai oleh oknum kepolisian sendiri), 
tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tidak demikian halnya. 
Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, yang meskipun 
hanya bersifat meringankan yang nantinya akan dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim dalam praktinya. Pada kenyataannya, perkara 
demikian seringkali diselesaikan dengan adanya perdamain para 
pihak  tanpa adanya tindak lanjut ke kejaksaan oleh karena telah ada 
perdamaian sebelumnya tersebut. 
Kadang-kadang denda dijatuhkan dalam perkara administrasi 
dan fiskal, misalnya denda terhadap penyelundupan dan 
penunggakan pajak. Bahkan, di Indonesia banyak instansi yang 
menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda 
terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan 
(STNK), terlambat mengganti kartu penduduk, mendirikan bangunan 
sebelum izin keluar, dan lain-lain. Denda jenis ini sudah pasti bukan 
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jenis pidana denda melainkan hanya merupakan suatu denda 
administratif, meskipun memiliki sifat yang sama.  
Denda administratif ini lebih berat dibandingkan dengan denda 
pidana karena dalam menjatuhkan denda administratif ini, pelanggar 
sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan 
terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan 
dalam KUHP. 
Dalam Undang-undang, tidak ditentukan batas minimum 
khususnya besar denda yang harus dibayar melainkan hanyalah 
ketentuan minimum umum yang semula dua puluh lima sen, 
kemudian diubah dengan Undang-undang No.18 (Prp) Tahun 1960 
(LN 1960 No.52) menjadi lima belas kali lipat. 
Lamanya pidana kurungan pengganti denda, ditentukan 
secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum 
satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). 
Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal 
gabungan (concursus), residive, dan delik jabatan menurut Pasal 52 
dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP). 
Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa yang 
mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan Grasi tidak menunda 





b) Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok / adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah 
dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dan perampasan 
barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya 
dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus. Dengan kata lain, pidana tambahan 
hanyalah bersifat accecories yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-
hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 
250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP. 
Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat 
sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif 
inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam 
kemungkinan mendapat Grasi. 
 
1). Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak 
meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil 
(perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. 
Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang 
tegas ditentukan oleh undang-undang dan mencabut beberapa hak 
bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pada Pasal 350 KUHP. 
Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah 
sebagai berikut : 
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Pada pidana seumur hidup, lama adalah seumur hidup. Pada 
pidana penjara atau kurungan sementara, lama pencabutan paling 
sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari 
pidana pokoknya.   
Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku 
pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). 
Hak-hak yang dapat dicabut tersebut dalam Pasal 35 KUHP, 
yaitu : 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau memegang  
jabatan tertentu; 
b) Hak memasuki angkatan bersenjata; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasehat (raadment) atau pengurus menurut 
hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali 
pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian. 
 
Dalam ayat (2) pasal ini, dikatakan bahwa putusan hakim tidak 
berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam 
aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. 
 
2). Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal 
sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan 
pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud 
mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan. 
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Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 
1810  walaupun di Negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. 
Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan 
berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita 
tercantum didalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu, ditentukan 
dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.  
 
3). Pengumuman Putusan Hakim 
Didalam Pasal 43 KUHAP, ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab 
undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh 
ialah Pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjukkan Pasal 127 KUHP yaitu, 
dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan 
barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 
206 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, 
yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya 
menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau 
kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjukkan Pasal 359 s/d 
Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang 
mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 
372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), 
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Pasal 395 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 405 ayat (2) KUHP, 
yaitu kejahatan curang/ bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP 
(menunjukkan Pasal 392 dan Pasal 405 KUHP, yaitu merugikan yang 
berpiutang atau berhak). 
 
3. Tujuan dari Pemidanaan 
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 
pendapat-pendapat dan juga pandangan dari para pakar hukum, tetapi 
Van Bemmelen telah berfikir lebih maju, yakni dengan tidak melihat 
pidana itu semata-mata sebagai pidana atau dengan tidak melihat 
pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan beliau 
telah mengaitkan lembaga-lemabaga pidana atau pemidanaan itu antara 
lain dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan lembaga-lembaga 
tersebut.  
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro    (1989 : 16) 
adalah sebagai berikut :  
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 
preventif) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu 
yangsudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak 
melakukan kejahatan lagi. 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya 
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.  
 
Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan 
tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan 
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kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan 
pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul 
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.  
Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi 
tiga sasaran (P.A.F. Lamintang, 1984 : 23), yaitu : 
a. Memperbaiki pribadi penjahat; 
b. Membuat orang menjadi jera; 
c. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.  
Dari kerangka pemikiran itu  melahirkan beberapa teori tujuan 
pemidanaan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa teori 
sebagaimana yang dimaksudkan, yakni sebagai berikut : 
 
a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk 
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 
untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu 
pemidanaan adalah pembalasan (revegen). 
Kant menambahkan (P.A.F. Lamintang, 1984 : 25), bahwa 
dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang 
disebut kategorischen imperative menghendaki agar setiap 
perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang 
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sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap 
pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu 
harus dikesampingkan. 
Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana 
merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan 
kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu 
keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika 
dari yang jahat ke yang baik. 
Adanya beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan 
tentang adanya kehararusan untuk diadakannya pembalasan itu 
(Adami Chazawi, 2005 : 159),  yaitu sebagai berikut : 
1). Pertimbangan dari sudut ketuhanan 
Pandangan berdasarkan sudut ketuhanan ini dianut oleh 
Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet, menyatakan 
bahwa pemerintah negara harus menjatuhkan dan 
menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggar atas 
keadila ketuhanan itu. Pidana merupakan suatu 
penjelmaan duniawi dari keadilan ketuhanan dan harus 
dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan 
tersebut. 
2). Pandangan dari sudut etika 
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, dengan 
menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu 
haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana 
yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis 
merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai 
hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalan 
rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika 
tersebut.  
 
Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar 
dijatuhkannya hukuman itu tidak lain karena kejahatan itu sendiri. 
Adapun akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut itu 
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bukanlah merupakan tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah 
menekankan pada suasana penjara atau penderitaan. 
 
b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini tentunya berbeda dengan teori absolut. Dasar 
pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya 
penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya 
lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap 
terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, 
pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) 
diadakan. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
1). Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking); 
2). Bersifat memperbaiki (verbentering/ reclasering); 




Terdapat dua macam sifat pencegahan dari teori ini, yaitu : 
1). Pencegahan Umum (general preventie), dan 
2). Pencegahan Khusus (speciale preventie). 
 
c) Teori Gabungan/ Modern (Vereningings Theorien) 
Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting 
adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. 
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, Van List (Djoko 
Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut : 
1). Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
2). Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis. 
3). Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah memberantas kejahatan. Pidana 
bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak 
boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan 
dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. 
 
Dari pandangan atau pendapat para pakar hukum, dengan 
apa yang terjadi dalam masyarakat sangat jauh berbeda sehingga 
instrumen pidana tidak dapat memberikan fungsi prevensi apapun 
bagi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. 
Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusan 
tentang tujuan pemidanaan. Rumusan tujuan pemidanaan baru 
tampak dan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(RKUHP) 1972 yang berbunyi sebagai berikut : 
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a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 
pengayoman negara dan penduduk. 
b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi 
anggota masyarakat yang berguna. 
c. Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana. 
 
Dilihat dari konsep diatas, nampak adanya suatu perbedaan 
tujuan antara tujuan pidana dan pemidanaan, bertolak dari suatu 
pandangan filsafat pembinaan atau treatment philosophy. 
Karena adanya pandangan yang berbeda dari konsep diatas, 
maka konsep diatas mendapat perubahan-perubahan yang 
tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(RKUHP) Tahun 1982P/ 1983 dalam Pasal 3 ayat (1) (Djoko 
Prakoso, 1988:48) hingga pada RKUHP 2008 pada Pasal 52, 
menyatakan bahwa tujuan pidana dan pemidnaan adalah : 
1). Pidana bertujuan untuk : 
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menekan norma hukum demi pengayoman    
masyarakat ; 
b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan 
demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, 
serta mampu hidup bermasyarakat ; 
c) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, 
memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa 
damai dalam masyarakat ; 
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia.  
 
Rancangan konsep pidana dan pemidanaan tersebut diatas 
nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang 




P.A.F. Lamintang (1984 : 23) menyatakan bahwa : 
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan 
yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : 
1). Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri ; 
2). Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan, dan  
3). Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak 
mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, 
yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah 
tidak dapat diperbaiki lagi.  
 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan 
dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama delik 
ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat 
merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang 
bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, 
maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak 
dapat dihindari 
 
B. Tinjuan Umum Terhadap Delik  
1. Pengertian Delik 
Menurut Subekti (2005;35) delik adalah delik adalah perbuatan 
yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal 
beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang 
Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang      
No.1 tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 
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Tahun 1951 Tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere 
Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 
1953 Tentang Pemilihan Umum).  
Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti 
perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Menurut 
kamus hukum Ilham Gunawan (2002;75) bahwa : 
delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana 
dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang 
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan.  
 
Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang 
berasal dari kata strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu 
straf, baar, dan feit. Straf dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, 
baar dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Menurut Adami Chazawi (2005;70) untuk kata delik  sebenarnya 
tidak punya hubungan dengan kata strafbaar feit. Kata delik berasal dari 
bahasa latin yaitu delictum, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada 
perbedaan mengenai pengertiannya.  
Tongat (2009;104) membagi pengertian tindak pidana menjadi dua 
pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang 
pertama adalah pandangan monitis.  
Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 
dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara lain adalah 
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Simons (Tongat, 2009;105), yang memberikan defenisi tindak pidana 
adalah  
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.   
 
Ahli yang juga berpandangan monistis adalah J.Bauman yang 
memberikan defenisi tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 
Wiryono Prodjodikoro memberikan defenisi tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 
Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistic. 
Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli yang 
berpandangan dualistic adalah Moeljatno yang memberikan rumusan 
tindak pidana : 
a. Adanya perbuatan manusia  
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang 
c. Bersifat melawan hukum 
Pengertian Moeljatno di atas memang tidak memasukkan unsur 
pertanggung jawaban pidana, namun Moeljatno juga menegaskan bahwa 
agar terjadinya tindak pidana tidaklah cukup dengan terjadinya tindak 
pidana itu sendiri, tetapi juga mengenai apakah orang yang melakukan 




2. Unsur Delik Sebagai Syarat Pemidanaan 
Setelah membahas mengenai pengertian delik, maka dapat 
dibahas mengenai unsur-unsur delik sebagai syarat-syarat pemidanaan. 
Menurut Adami Chazawi (2010;79) unsur tindak pidana secara garis besar 
dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritik 
dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritik memisahkan 
unsur-unsur pidananya menurut pandangannya masing-masing. 
Pandangan yang pertama yakni pandangan monolistik, seperti unsur yang 
diberikan oleh Simons dan Bauman. Pandangan dualistik seperti yang 
dianut oleh Moeljatno yang memberikan unsur delik adalah adanya 
perbuatan manusia, perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam 
undang-undang dan bersifat melawan hukum.  
Adami Chazawi (2010;83-115), mengemukakan unsur rumusan 
tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang pada pokoknya 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Unsur Tingkah laku  
Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana 
atau unsur delik karena, tindak pidana berbicara mengenai 
larangan berbuat sesuatu. 
 
 
b. Unsur Mewalan Hukum 
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Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela atau 
terlarang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat lahir 
dari undang-undang ataupun dari masyarakat.  
c. Unsur Kesalahan 
Unsur kesalahan ini bersifat subjektif, karena unsur ini 
melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan adalah unsur yang 
menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum 
perbuatan pelaku. 
d. Unsur Akibat Konstitutif  
Unsur kesalahan konstitutif terdapat pada tindak pidana 
dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak 
pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat 
pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 
dipidananya pembuat.  
e. Unsur Keadaan yang Menyertai 
  Unsur keadaan yang  menyertai adalah unsur tindak pidana 
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana 
perbuatan dilakukan. 
f. Unsur Syarat Tambahan  
Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya 
terdapat pada delik aduan. Artinya unsur ini hanya timbul jika delik 
tersebut diadukan, seperti delik persidangan. 
g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 
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Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan 
unsur atau syarat selesainya tindak pidana. 
h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya di Pidana 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah 
unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan 
dilakukan yang menentukan apakah pebuatannya dapat dipidana 
atau tidak. 
i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana 
Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku. Unsur ini 
adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan 
pertahankan dalam rumusan tindak pidana. 
j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana 
Maksud dari unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek 
hukum dalam melakukan tindak pidana, karena dalam berapa 
tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu 
saja, seperti Pasal 375 dan 267 KUHP dan lain-lain. 
k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana  
Unsur ini dibagi atas dua yaitu yang bersifat objektif seperti 
pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam 
pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan 
dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan 




Unsur-unsur delik juga dibagi dua oleh Leden Marpaung  
(2008;9) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yakni : 
Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Artinya, 
suatu perbuatan pidana tidak mungkin ada tanpa adanya 
kesalahan.  
Unsur Objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku 
seperti perbuatan atau act, akibat atau result, keadaan-keadaan  
sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
 
 
C. Tinjauan Umum Terhadap Delik Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-
358 KUHP. Dalam Pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik 
sedangkan kekerasan psikis tidak. 
  Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan 
adalah dengan sengaja : 
a. Menyebabkan perasaan tidak enak ; 
b. Menyebabkan perasaan sakit (pijn) ; 
c. Menyebabkan luka. 
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa 
sakit atau luka pada orang lain (Leden Marpaung,  2008 ; 46-47), adapun 
beberapa pendapat para pakar tentang pengertian dari penganiayaan itu 
sendiri yang diantaranya : 
1). Menurut Simons, penganiayaan dapat dihukum karena dilarang 
dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. 
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2). Menurut Zevenberg, penganiayaan belum tentu dapat dihukum. 
Sebab apabila terdapat hal-hal yang memang membolehkan, 
perbuatan itu tidak perlu dihukum, misalnya orang tua yang 
memukul anaknya dengan tujuan untuk mendidik anaknya. 
3). Van Hamel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak, tidak 
dihukum. Sehubungan dengan itu, harus dibuktikan apakah 
perbuatan itu wederrechtelijk atau tidak. 
Menurut ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 1999, tentang 
Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut 
juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
sehingga menimbulkan rasa sakit (pijn) atau penderitaan yang hebat atau 
jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan 
atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Penganiayaan juga 
termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga untuk 
suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, atau rasa 
sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan 
persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.  
 
2. Unsur – Unsur Delik Penganiayaan 
Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, 
maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :  
a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya 
perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku ; 
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b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), 
luka pada orang lain ; 
c. Merusak kesehatan orang lain ; 
d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka 
parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat ; 
e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, 
maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat. 
 
3. Jenis – Jenis Delik Penganiayaan 
 Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur 
pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang 
berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Adami Chazawi 
(2010;7-37) membagi jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut : 
a) Penganiayaan Biasa 
Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut 
mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain 
hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi 
tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. 
Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan 
biasa diatur dalam : 
 
 
Pasal 351 KUHP : 
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(1).penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah 
(2).jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun. 
(3).jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun 
(4).dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan orang 
(5).Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
 
b) Penganiayaan Ringan 
Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut 
menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai 
menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A 
menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi 
tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya 
sehari-hari. 
Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat 
dalam : 
Pasal 352 KUHP ; 
(1).kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat 
ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau  
menjadi bawahannya. 




c) Penganiayaan Berencana 
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Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan 
tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam 
tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya 
kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat 
dengan pelaksanaan peruatan, baik pemisahan berupa jarak waktu 
(obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan 
pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam : 
Pasal 353 KUHP : 
(1).penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun  
(2).jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah dikenakan penjara paling lama tujuh tahun 
(3).jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun. 
 
d) Penganiayaan Berat 
Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut 
melukai berat (zwar lichanilijk letseltoebrengt) atau dapat disebut 
juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan 
berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Kesalahannya : kesengajaan (opzettelijk) ; 
2. Perbuatan : melukai berat; 
3. Objeknya : tubuh orang lain; 
4. Akibat : luka berat. 
 
Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur   
dalam : 
Pasal 354 : 
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(1).Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 
penjara paling lama delapan tahun 
(2).jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh 
tahun. 
 
Penganiaayan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang 
antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan 
berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan 
berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian 
dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan 
terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan 
berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian 
ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki 
sebelumnya. 
e) Penganiayaan Berat Berencana 
 Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk 
gabungan antara penganiayaan berat ( Pasal 354 ayat (1) ) dengan 
penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, 
suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan 
berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara 
serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka 
harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari 
penganiayaan berencana. 
Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana 
diatur dalam : 
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Pasal 355 KUHP : 
(1).Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana 
terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. 
(2).Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
 
f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu 
atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan. 
 
Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan 
pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan 
berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan 
penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain : 
1. Pada kualitas pribadi korban sebagai : 
a. Ibunya ; 
b. Bapak  yang sah ; 
c. Istrinya ; 
d. Anaknya ; 
e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan 
tugasnya yang sah. 
2. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan 
bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan. 
Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-
orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang 
memberatkan diatur dalam : 
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Pasal 356 : 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 
dapat ditambah sepertiga : 
(1). Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya ; 
(2). Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat 
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah ; 
(3). Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan 
yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk 
dimakan atau diminum. 
 
Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) 
oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada 
perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh 
beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab 
perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan 
dimuka umum. 
Pasal 358 KUHP: 
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung 
jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan 
olehnya, diancam : 
(1).dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada 
yang luka-luka berat ; 
(2).dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika 
akibatnya ada yang mati. 
 
Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan : 
(1).Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang 
atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun enam bulan 
(2).Yang bersalah diancam : 
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika  
2. kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; 
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dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
kekeresan mengakibatkan luka   berat ;  
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika 
kekerasan mengakibatkan maut.  
(3).Pasal 89 tidak diterapkan.   
 
 
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memiliki pertimbangan 
dalam penjatuhannya. Pertimbangan inilah yang kemudian mendasari 
jatuhnya putusan pada akhir persidangan. Pertimbangan hakim ini terdiri 
dari pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologi. 
1. Pertimbangan hukum 
Pertimbangan hukum disini yang dimaksud adalah pertimbangan- 
pertimbangan yang bersifat yuridis. Dalam hukum pidana dikenal dengan 
adanya istilah pemberatan pidana.  
a. Dasar  Pemberatan Pidana Umum 
Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah : 
1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 
KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : 
bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya 




Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini 
adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat 
(pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah 
dalam melakukan tindak pidana dengan: 
a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya  
b. Memakai kekuasaan jabatannya 
c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya 
d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya 
Subjek hukum yang diperberat pidanya dengan dapat 
ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai 
negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak dengan melanggar 
dan atau menggunakan keadaan 4 keadaan tersebut di atas. 
Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan 
kualitas subjek hukum subjek hukum pada kejahatan-kejahatan 
jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan 
dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan 
Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan 
maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya 
pada kejahatan dan pelanggaran yang lain, sebabnya ialah 
pidana yang diancamkan pada kejahatan pidana dan 
pelanggaran jabatan karena kualitasnya sebagai pegawai 
negeri itu telah diperhitungkan. 
48 
 
Pemberaatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku 
umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada 
kejahatan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. 
Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum 
kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai 
negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan 
memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dengan 
pelanggaran jabatan, yaitu: 
 Tindak pidana yang dapat diperberat dengan 
menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak 
pidana yang dapat dilakukan setiap orang. 
 Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan 
pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan oleh subjek 
hukum yang bekualitas pegawai negeri saja.  
Tentang siapa yang dimaksud sebagai pegawai negeri 
dapat dilihat juga dalam rumusan Undang-undang No. 43 Tahun 
1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Pasal 1 ayat (1) : 
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
 
Sedangkan lebih sempurna dan lebih luas adalah 
menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 
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Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
pada Pasal 1 butir ke-2 merumuskan sebgai berikut : 
Pegawai negeri adalah meliputi : 
a. Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam 
undang-undang tentang kepegawaian ; 
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana ; 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 
negara atau daerah ; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 
korporasi yang menerima bantuan dari keuangan 
negara atau daerah ; 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi 
lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari 
negara atau masyarakat. 
 
Walaupun kedua undang-undang tersebut di atas 
merumuskan mengenai pegawai negeri secara lebih  
sempurna, namun pengertian dan perluasan arti pegawai 
negeri menurut UU tersebut di atas tidak berlaku terhadap 
Pasal 52. 
2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a, 
KUHP yang bunyi lengkapnya adalah :  
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan       
digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, 





Ketentuan ini ditambahkan kedalam KUHP berdasarkan 
Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 
Tahun 1958). Alasan pemberatan pidana yang diletakan pada 
penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat 
mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-
olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah suatu perbuatan 
resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau 
mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan 
kejahatan.   
Dalam Pasal 52 a ini tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu 
melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan 
menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud. 
Oleh karena dalam Pasal 52 a ini disebutkan secara 
tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu 
melakukan kejahatan, maka di sini tidak berlaku pada 
pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk 
kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP. 
3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recedive) 
Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut 
masyarakat (sosial), dan lainnya dalam hukum pidana, menurut 
arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap 
orang yang setelah pidana, menjalaninya yang kemudian 
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melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa 
memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan 
dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat 
pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakuka 
tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang 
ditetapkan undang-undang. 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai 
pengulangan umum (general recedive) yang artinya 
menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua 
tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita sebagai 
berikut : 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-
tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang 
dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya 
terbatas pada tindak pidana – tindak pidana tertentu yang 
disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP 
b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 
itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana 
khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya 
Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 
512 ayat (3). 
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Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang 
diterangkan pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat 
terjadi pengulangan. 
Oleh karena tidak mengenal general recedive inilah, 
maka pengaturannya tidak dimuat  dalam buku pertama, 
melainkan dikelompokkan pasal tersebut dalam Buku II dan 
pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) maupun 
Buku III (pelanggaran). 
Menurut Pasal 486, 487, dan 488 pemberatan pidana 
ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan 
semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada 
kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada recedive yang 
ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk 
dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat–
dapat ditambahkan dengan sepertiga dari ancaman maksimum, 
tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah dengan 
sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya 
saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu 
kurungan (Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah jenis pidanya 
dari denda diganti dengan kurungan ( Pasal 495 ayat (2), 501 
ayat (2) ). 
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Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada 
pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah: 
 Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
 Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh 
negara karena tindak pidana yang pertama. 
 Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. 
b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Undang-undang menyebut juga bahwa beberapa dasar atau 
alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku 
pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan 
tersebar dalam beberapa pasal KUHP. Maksud diperberatnya 
pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si 
pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman 
maksimum pada tindak pida yang bersangkutan, hal sebab 
diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan 
mengenain tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat 
khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku 
pada tindak pidana lain. 
Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat 
ialah harus memuat semua unsur yang ada dalam bentuk 
pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang 
bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah 
54 
 
yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus itu. Unsur 
khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-
unsur tindak pidan jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, 
yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dengan 
dincama dengan pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya. 
KUHP mengatur  perbarengan  tindak  pidana  dalam Bab VI 
Pasal  63 -71. Dalam  rumusan  pasal  maupun  dalam  Bab  IX,  
KUHP  tidak  memberikan definisi/pengertian perbarengan tindak 
pidana (concursus) ini.  
Terkait dengan perbarengan tindak pidana, Utrecht (Adami 
Chazawi, 2005;109-110) mengemukakan tentang 3 kemungkinan 
yang terjadi, yaitu :  
a. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu 
antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah 
ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling 
awal diantara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua 
atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa 
dalam satu berkas perkara dan kepada si pembuat akan 
dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis disini 
tidak ada pemberatan pidana, yang justru terjadi 
peringanan pidana, karena dari beberapa tindak pidana 
itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total 
yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa 
memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan 
yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. 
Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) KUHP 
tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan 
pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, tetapi 
cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 
tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, Pasal 65). 
b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus 
dengan memidana pada si pembuat oleh hakim dengan 
putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat 
pengulangan. Pada pemidanaan pada si pembuat karena 
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tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan, dan 
disini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya. 
 
Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali 
telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu 
belum mempunya kekuatan hukum yang pasti, maka disini tidak 
terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap 
tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan 
pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada 
beberapa tindak pidana tersebut 
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ada pula yang 
meringankan.dalam hukum pidana dikenal istilah pengurangan 
pidana atau peringanan pidana. 
 
c. Dasar Dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum 
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat 
dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar 
diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak 
pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada 
tindak pidan khusus tertentu saja.    
1) Undang undang No 3 tahun 1997     
Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan 
pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak 
nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan 
anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum 
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berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengalidan 
tetapi dapat dilakukan penyilidikan (Pasal 5), dan dalam hal ini 
terdapat dua kemungkinan, ialah: 
a) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina 
oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka 
penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang 
tua, wali atau orang tua asuhnya. 
b) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina      
lagi oleh orang tua, walinya atau tua asuhnya, maka 
penyidik menyerahkan anak itu kepada Departemen 
Sosial setelah mendengar pertimbangan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan 
Dasar peringanan pidana menurut UU No. 3 tahun 
1997, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi 
syaratnya, ialah: pertama mengenai: umurnya (telah 8 tahun 
tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: belum 
pernah menikah. Dalam sistem hukum kita selain umur juga 
perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang. 
Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 ini juga 
terdadap anak (KUHP: belum berumur 16 tahun, UU ini telah 
berumur 12 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah 
kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak 
pidana, hakim dapat menjatuhkan satu di antara dua 
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kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan 
tindakan (Pasal 21). 
Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang 
melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana 
tambahan (23 ayat 1). Pidana Pokoknya ada 4 macam (23 
ayat 2), ialah: 
a) Pidana penjara 
b) Pidana kurungan 
c) Pidana denda 
d) Pidana pengawasan 
 
Adapun pidana tambahan bagi Anak Nakal (23 ayat 3) 
ialah: 
a) Pidana perampasan barang-barang tertentu  
b) Pembaran ganti rugi. 
Penindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
ialah : 
a) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang 
tua asuh 
b) Meyerahkannya kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja 
c) Meyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (24 
ayat 1). 
 
Dalam hal pidana penjara, dibedakan menjadi 2 (dua) 
kategori (Pasal 26), yaitu: 
a) Untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup, maka 
pidana penjara yang dapat dijatuhkan ialah paling 
lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana 
penjara yang diancam pada tindak pidana yang 
bersangkutan bagi orang dewasa (26 ayat 1). 
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b) Sedangkan untuk tindak yang diancam dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 10 
tahun ialah hanya terhadap Anak Nakal yang 
berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum 18 
(delapan belas) tahun ( Pasal 23 ayat (2) ). 
 
Pidana yang dimaksud diatas, hanya boleh dijatuhkan 
pada anak Nakal yang telah berusia 18 (delapan belas) 
tahun. Terhadap Anak Nakal yang belum berumur 12 (dua 
belas) tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, 
melainkan dengan tindakan, yang dibedakan yakni 
dibedakan yakni : 
a) Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan 
anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja (Pasal 23 ayat (3) Jo 
24). Tindakan ini adalah impresif, yakni suatu 
keharusan. 
b) Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup, maka tindak 
dapat berupa salah satu dari : 
1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuhnya ; 
2) Meyerahkan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja ; 
3)  Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja( Pasal 26 ayat (4) jo. 24 ayat (1)). 
 
 
2) Percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
Pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang 
(Pasal: 53 ayat (2) dan 57 ayat (1) ) pidana maksimum 
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terhadap sipembuatnya di kurangi sepertiga dari ancaman 
maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada 
kenyataan menurut undang-undang kepada si pembuat yang 
gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan 
demikian juga orang yang membantu orang lain dalam 
melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga 
dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. 
Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan 
dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya 
(pleger: pelaku pelaksana) sendiri. Tapi sesungguhnya 
percobaannya, percobaan dan pembantuan ini adalah berupa 
dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringan yang 
sebenarnya. 
d. Dasar Dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Khusus 
Disebabkan tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan 
dasar peringatan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap 
tindak pidana yang disebutkan itu juga, dan tidak berlaku umum 
untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringatan pidana 
khusus ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP. 
Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai 
lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih 
ringan inilah ada unsur yang menyebabkan depringannya pidana 
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terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingnya atau 
pembandingnya itu ada 2 (dua) : 
1) Macam tindak pidana tertentu yang dapat dibedakan atau 
dikelompokkan ke dalam bentuk pokok, yang lebih berat dan 
lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk ringan (sama 
jenisnya). Di dalamnya terdapat unsur tertentu yang 
menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan dari 
pada bentuk pokoknya. Unsur penyebab ringannya inilah yang 
dimaksud dengan dasar peringatan pidana khusus. 
Contohnya, tindak pidana dalam bentuk pokok: pembunuhan  
(Pasal 338), penganiayaan (Pasal 351 ayat (1)), pencurian      
(Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), penipuan  (Pasal 378 ). 
Pada tindak pidana-tindak pidana dalam jenis yang 
sama (contoh di atas), ada dalam bentuk yang lebih ringan 
(kadang disebut tindak pidana ringan), yaitu pembunuhan 
dalam hal yang meringankan (Pasal 341), penganiayaan 
ringan (Pasal 352), pencurian ringan (Pasal 364), 
penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379). 
Dasar penyebab diperingannya tindak pidana-tindak 
pidana tersebut, yaitu : 
 Pada pembunuhan Pasal 341 ialah pembuatnya adalah 




 Pada penganiayaan ringan ialah akibat perbuatan berupa 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian (Pasal 
352). 
 Pada pencurian ringan ialah (1) tidak dilakukan delam 
sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang 
didalamnya ada tempat kediaman, dan (2) nilai/harga 
benda (objek) kurang dari Rp. 250,- (Pasal 364). 
 Penggelapan ringan ialah (1) objeknya bukan ternak, dan      
(2) nilai benda/ objek kejahatan kurang dari Rp. 250,-                
(Pasal 373). 
 Penipuan ringan ialah (1) (1) objek bukan ternak, dan (2) 
nilai benda/ objek kejahatan kurang dari Rp. 250,-              
(Pasal 379). 
2) Disebut tindak pidana yang lebih ringan, yang pembanding 
lebih ringannya itu bukan pada bentuk pokok, tetapi pada 
perbuatan serta syarat lainnya yang sama. Contohnya, 
kejahatan meninggalkan bayi karena takut diketahui 
melahirkan pada Pasal 308 jika dibandingkan kejahatan 
meninggalkan anak pada Pasal 305.  
Pasal 305, melarangan orang menempatkan anak yang 
umumnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan atau 
meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri 
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daripadanya, yang diancam dengan pidana penjara 
maksimum 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan Pasal 
308 kejahatan yang seperti itu jika dilakukan oleh seorang ibu 
terhadap bayinya sendiri tidak lama setelah dia melahirkan 
bayinya itu, karena takut diketahui melahirkannya, maka 
pidana terhadap si ibu ini maksimum separuh dari ancaman 
pidana pada Pasal 305. Hal yang meringankan pidana dari 
kejahatan Pasal 308 ini ialah: (1) pelakunya ialah seorang ibu, 
dan (2) dilakukan kejahatan itu pada bayinya sendiri, dan (3) 
takut diketahui melahirkan bayi. Dasar peringan pidana di sini 
berdiri secara kumulatif. 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Selain adanya pertimbangan hukum, hakim juga harus 
mempertimbangkan keadaan sosiologis. Pertimbangan sosiologis yang 
dimaksud disini termasuk didalamnya pertimbangan etika, moral, norma-
norma yang berlaku didalam masyarakat, nalar sehat serta ketentraman 
masyarakat.  
Pertimbangan sosiologis ini bisa saja memberatkan bagi pelaku 
maupun meringankan. Jika kemudian pelaku secara etika menyesali 
perbuatannya, atautelah meminta maaf secara sungguh-sungguh kepada 
korban maupun keluarganya, maka hakim dapat meringankan hukuman 
yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan tersebut. 
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Selain meringankan pertimbangan sosiologis juga dapat 
memberatkan. Jika pelaku didalam persidangan tidak berlaku sopan atau 
tidak menghormati jalannya persidangan, tidak terlihat menyesali 
perbuatannya atau terdakwa bermaksud atau tidak memiliki itikad untuk 
meminta maaf atau memperbaiki kesalahnnya, maka hakim dapat 
menambah hukumannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
sosiologis tersebut. 
Pertimbangan sosiologis meliputi beberapa aspek yang dijadikan 
sebagai acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan dan dalam hal 
membangun keyakinan hakim dalam mengambil sebuah keputusan. 
Aspek empiris, psikologis, kriminologis menjadi salah satu dari beberapa 
hal penting dalam membentuk sebuah pandangan penting bagi hakim 
dalam menelaah setiap kasus yang dihadapinya agar nantinya dapat 











A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota Makassar. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana 
penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Kejaksaan 
Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi 
penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 





C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan memperlajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel serta sumber bacaannya lainnya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer dan 
Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
 
D. Analisis Data  
Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, 
yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan 
perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang 










A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Delik Penganiayaan 
yang Menyebabkan Luka Dalam Kasus No. 744/ Pid.B/ 2013/ 
PN.Mks. 
Delik penganiyaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana 
yang dilakukan oleh terdakwa MASKUR alias BOTAK dalam kasus No. 
744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks yang kemudian telah diputuskan sehingga 
pelaku tindak pidana diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) 
bulan pidana penjara.  
Perbuatan terdakwa sebelum di vonis oleh hakim haruslah 
dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Hal inilah kemudian 
menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bersalah 
terdakwa yang kemudian akan dinilai oleh hakim. 
Jaksa dapat menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 
184 KUHP yaitu : 
a) keterangan saksi; 
b) keterangan ahli; 
c) surat; 
d) petunjuk; 
e) keterangan terdakwa; 
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Di luar dari alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 
KUHAP diatas, tidak diperkenankan untuk menggunakannya didalam 
pengadilan pidana. Hal ini kemudian yang dimaksud dengan pembuktian.  
 
1. Posisi Kasus 
Berdasarkan pemeriksaan dalam kasus ini, majelis hakim 
kemudian menyatakan terdakwa Maskur alias Botak telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka 
berat terhadap saksi korban Kurniawan. 
Delik penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri 
terhadap saksi korban telah menyebabkan adanya luka tusuk pada 
daerah perut saksi korban yaitu 2 (dua) jari dari atas pusat dengan ukuran 
1 x 0.5 cm (satu kali nol koma lima) dan menembus pertengahan usus 
besar (perforasi pertengahan calin transversum mesosigoid) yang 
kemudian luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda 
tajam yang kemudian telah dikuatkan dengan bukti Visum et Repertum. 
Adapun posisi kasus no. 744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks adalah sebagai 
berikut : 
Bahwa ia terdakwa MASYKUR alias BOTAK, pada hari Rabu 
tanggal 29 Februari 2013 sekitar jam 23.30 WITA atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di 
Jalan Ir. Soetami, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan 
penganiayaan terhadap saksi korban Lk. KURNIAWAN, sehingga 
saksi korban menderita luka berat, yang dilakukan terdakwa 




Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wita sebelum kejadian 
penikaman itu, saksi korban sedang duduk-duduk dengan 
temannya di Jalan Arung Biru belakang pasar Mandai, Kota 
Makassar, kemudian terdakwa MASYKUR alias BOTAK lewat 
dengan menggunakan sepeda motor berboncengan denjgan 
seorang temannya. Kemudian terdakwa memutar lagi motornya 
dan mendekati saksi korban dan langsung meminta tolong kepada 
saksi korban untuk ditemani dengan alasan mengambil barangnya 
dan kemudian saksi korban langsung ikut dengan terdakwa.    
Setiba di Jalan Ir. Soetami, saksi korban langsung memarkir 
motornya lalu mendekati terdakwa yang saat itu sudah tiba lebih 
dulu, tetapi tiba-tiba terdakwa langsung melompati saksi korban, 
kemudian menganiaya saksi korban dengan cara menikam saksi 
korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan taji yang 
mengenai bagian perut saksi korban.  
 
Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban 
pun disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 
seorang laki-laki, 20 tahun pada tanggal 1 Maret 2013. Pada 
korban tersebut ditemukan luka tusuk pada daerah perut yaitu dua 
jari dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu kali nol koma 
lima) dan menembus pertengahan usus besar (perforasi 
pertengahan calin transversum + mesosigoid) yang kemudian luka 
tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam. 
Akibatnya korban mengalami sakit sehingga membutuhkan 
perawatan selama 9 (sembilan) hari. Sesuai dengan Visum Et 
Repertum dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar 
No.HK.05.01/2.4.19/036/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditanda 
tangani oleh dr. Warsiningsih, Sp.B., KBD. 
 
2. Dakwaan Jaksa 
Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan surat dakwaan Primair Subsidair. Pada dakwaan primairnya, 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan pada 
dakwaan subsidairnya menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
Tujuan Jaksa Penuntut umum menggunakan surat dakwaan primair 
subsidair ini yakni agar dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku terhadap saksi korban dapat dijerat dengan sanski pidana yang 
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tegas, sehingga pelaku tidak lagi dapat lepas dari pertanggungjawaban 
pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya. Hal di atas 
sebagaimana yang diutarakan oleh Hj. Muliaty Lahang, S.H., selaku Jaksa 
Penutut Umum pada kasus No. 744/ Pid.B/ 2013/ PN. Makassar pada 
wawancara yang dilakukan pada 25 April 2014.  
Pada pokoknya beliau berkesimpulan serangkaian perbuatan 
menganiaya yang dilakukan oleh pelaku harus mampu membuat kita teliti 
untuk mencocokkan unsur-unsur delik yang bersesuaian dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.  
Pada Pasal 351 KUHP mengatur menenai delik penganiayaan 
yang menegaskan :  
Pasal 351 
(6). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah  
(7). Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun  
(8). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun  
(9). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan  
(10). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
 
Adapun yang menjadi dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum 
yakni termuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 






Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek 
hukum atau pelaku tindak pidana yaitu MASYKUR alias BOTAK.  
Unsur barangsiapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk 
membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas 
perubuatannya.  
Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tidak diatur dalam  KUHP, namun KUHP hanya 
mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam 
Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan : 
1) Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya 
cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak 
dipidana. 
 
Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun 
psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
selaku subjek hukum. 
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat 
Unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) adalah melakukan 
penganiayaan yang memiliki akibat atau dengan kata lain 
menyebabkan luka berat. Artinya perbuatan terdakwa tidak hanya 
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sekadar penganiayaan biasa semata melainkan atas perbuatan 
seseorang menyebabkan luka berat yang dialami oleh orang lain.  
Pasal 351 baik pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak 
merinci mengenai unsur-unsurnya, sehingga tidak dapat diketahui 
dengan jelas tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri.  
Menurut Adami Chazawi (2007;9) bahwa latar belakang 
pembuat undang-undang tidak merinci atau tidak merumuskan 
pengertian penganiayaan berawal dari didalam rancangan pasal 
tersebut yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda terdapat 
dua rumusan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/ penderitaan pada tubuh 
orang lain dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan untuk 
merusak kesehatan tubuh orang lain. Kedua rumusan tersebut 
ditolak oleh sebagian anggota parlemen Belanda disebabkan oleh 
tidak terangnnya atau kaburnya pengertian rasa sakit / penderitaan 
orang lain. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman hanya menyebut 
penganiayaan dengan alasan bahwa semua orang sudah mengerti 
artinya.  
Menurut R.Soesilo (1996;245) bahwa didalam yurisprudensi 
penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan 
tidak enak, rasa sakit, atau luka.  
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Unsur adanya kesengajaan merupakan unsur subjektif. 
Maksud dari unsur ini adalah unsur yang berasal dari diri pelaku 
sendiri. Kesengajaan terdiri atas tiga bentuk yaitu sengaja sebagai 
maksud, sengaja sebagai konsekuensi, dan sengaja sebagai risiko. 
Rasa sakit dalam hal ini haruslah merupakan tujuan pelaku. 
Jika rasa sakit hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka 
seseorang tersebut tidak termasuk dalam penganiayaan, namun 
tujuan lain tersebut haruslah patut. Misalnya seorang orang tua 
memukul anaknya untuk tujuan mendidik asaltan masih dalam 
kebiasaan yang wajar. Hal ini sudah tidak menjadi kebiasaan yang 
wajar atau tujuannya menjadi tidak patut jira orang tua tersebut 
menggunakan sepotong besi. Contoh lain seorang dokter dengan 
sengaja melukai pasiennya untuk operasi, maka dokter tersebut 
tidak dapat dihukum. 
Dalam kasus No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks., terdakwa 
MASYKUR alias botak telah memenuhi unsur sengaja 
menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain dengan cara terdakwa 
yang seorang diri melakukan penikaman terhadap saksi korban 
dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi korban 
mengalami luka tusuk pada daerah perut saksi korban yaitu 2 (dua) 
jari dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu kali nol koma 
lima) dan menembus pertengahan usus besar (perforasi 
pertengahan calin transversum mesosigoid) yang kemudian luka 
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tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam 
yang kemudian telah dikuatkan dengan bukti Visum et Repertum 
No.HK.05.01/2.4.19/036/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditanda 
tangani oleh dr. Warsiningsih, Sp.B., KBD. Sehingga dapat 
disimpulkan penganiayaan yang dilakukan terdakwa menyebabkan 
adanya luka berat yang kemudian dialami oleh saksi korban dan 
mengharuskan saksi korban menjalani perawatan instensif selama 
sembilan hari.  
 Selain dakwaan Primair, adapun dakwaan subsidair sebagaimana 
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaannya yakni 
dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
Adapun yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1), antara 
lain : 
1. Barangsiapa 
2. Melakukan penganiayaan  
 
1. Barangsiapa 
Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek 
hukum atau pelaku tindak pidana yaitu MASYKUR alias BOTAK.  
Unsur barangsiapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk 




Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tidak diatur dalam  KUHP, namun KUHP hanya 
mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam 
Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan : 
1) Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya 
cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak 
dipidana. 
 
Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun 
psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
selaku subjek hukum. Sehingga unsur barangsiapa terhadap tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga terpenuhi dan tidak 
memiliki perbedaan dengan unsur barangsiapa sebagaimana yang 
juga termuat pada Pasal 351 ayat (2) sebagaimana yang telah 
dikemukakan penulis di atas.  
2. Melakukan Penganiayaan 
Unsur kedua dari Pasal 351 ayat (1) adalah melakukan 
penganiayaan. Sama halnya dakwaan primair yang digunakan oleh 
Jaksa Penutnut Umum yang menggunakan Pasal 351 ayat (2) 
karena Jaksa Penutut Umum lebih menilai perbuatan terdakwa 
menyebabkan luka berat pada diri saksi korban, pada dakwaan 
subsidair Jaksa Penutut Umum juga menggunakan aturan pasal 
yang sama yakni dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1). Unsur 
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dari pasal ini yakni Jaksa Penuntut Umum lebih berfokus pada 
adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap 
saksi korban, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa harus 
dijatuhi hukuman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Dengan kata lain, penggunaan Pasal 351 ayat (1) oleh 
Jaksa Penutut Umum dalam surat dakwaannya hanya bertujuan 
untuk mengantisipasi bilamana perbuatan terdakwa yang dilakukan 
oleh terdakwa tidak menyebabkan luka berat sehingga 
memungkinkan terdakwa lepas dari tuntutan hukum yang 
seharusnya ia pertanggungjawabkan. Maka dengan digunakannya 
Pasal 351 ayat (1) pada dakwaan subsidair, terdakwa tidak lagi 
akan bisa lari dari pertanggungjawaban pidana yang harus ia 
terima atas perbuatannya yang menimbulkan rasa sakit pada diri 
saksi korban.  
 Penggunaan dakwaan primair subsidair sebagaimana yang 
dilakukan oleh Jaksa Penutut Umum oleh karena dari hasil pemeriksaan 
di persidangan bahwa benar adanya terdakwa MASYKUR alias BOTAK 
mewujudkan penganiayaannya terhadap saksi korban Lk. KURNIAWAN 
hanya seorang diri dan dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 
menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi korban Lk. KURNIAWAN 
yang kemudian menderita luka tusuk pada daerah perut saksi korban yaitu 
2 (dua) jari dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu kali nol koma 
lima) dan menembus pertengahan usus besar (perforasi pertengahan 
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calin transversum mesosigoid) yang kemudian luka tersebut sesuai 
dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam yang dialami oleh saksi 
korban Lk. KURNIAWAN. 
Perbuatan terdakwa MASYKUKR alias BOTAK dibenarkan oleh 
saksi korban Lk. KURNIAWAN yang pada pokoknya memberikan 
keterangan : 
 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2013 sekitar 
jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan 
Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terjadi 
penganiayaan terhadap korban; 
 Bahwa tersangka melakukan penganiayaan dengan cara 
tersangka MASYKUR alias BOTAK menikam bagian perut 
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik; 
 Bahwa penganiayaan tersebut berawal, pada waktu itu korban 
lagi duduk di depan Arung Biru bersama temannya dan 
kemudian pelaku memutar lagi sepeda motornya dan meminta 
tolong kepada pelaku untuk ditemani dengan alasan untuk 
mengambil barangnya dan kemudian ia pun pergi bersama 
pelaku dan pada saat itu tiba-tiba pelaku langsung melompati 
dirinya dan kemudian langsung menikam bagian perutnya 
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan 
masykur alias botak langsung melarikan diri dari tempat 
kejadian; 
 Bahwa benar keterangan saksi yang ada di dalam BAP (Berita 
Acara Pemeriksaan). 
 
Penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi 
korban juga dibenarkan oleh keterangan saksi Zaebal Bin Mansyur yang 
memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya 
memberikan keterangan sebagai berikut : 
 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2013 sekitar 
jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan 
Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terjadi 
penganiayaan terhadap korban; 
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 Bahwa tersangka melakukan penganiayaan dengan cara 
tersangka MASYKUR alias BOTAK menikam bagian perut 
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik; 
 Bahwa penganiayaan tersebut berawal, pada waktu itu korban 
lagi duduk di depan Arung Biru bersama temannya dan 
kemudian pelaku memutar lagi sepeda motornya dan meminta 
tolong kepada pelaku untuk ditemani dengan alasan untuk 
mengambil barangnya dan kemudian ia pun pergi bersama 
pelaku dan pada saat itu tiba-tiba pelaku langsung melompati 
dirinya dan kemudian langsung menikam bagian perutnya 
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan 
masykur alias botak langsung melarikan diri dari tempat 
kejadian; 
 Bahwa benar keterangan saksi yang ada di dalam BAP (Berita 
Acara Pemeriksaan). 
 
Saksi lain yang juga membenarnya bahwa terdakwa MASYKUR 
alias botak melakukan penganiayaan terhadap Lk. KURNIAWAN juga 
dibenarkan oleh saksi Mathius Marampa yang di sumpah memberikan 
kesaksiannya sebagai berikut : 
 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2013 sekitar 
jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan 
Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terjadi 
penganiayaan terhadap korban; 
 Bahwa tersangka melakukan penganiayaan dengan cara 
tersangka MASYKUR alias BOTAK menikam bagian perut 
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik; 
 Bahwa penganiayaan tersebut berawal, pada waktu itu korban 
lagi duduk di depan Arung Biru bersama temannya dan 
kemudian pelaku memutar lagi sepeda motornya dan meminta 
tolong kepada pelaku untuk ditemani dengan alasan untuk 
mengambil barangnya dan kemudian ia pun pergi bersama 
pelaku dan pada saat itu tiba-tiba pelaku langsung melompati 
dirinya dan kemudian langsung menikam bagian perutnya 
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan 
masykur alias botak langsung melarikan diri dari tempat 
kejadian; 




Ketiga keterangan saksi di atas semakin mempertegas bahwa 
terdakwa MASYKUR alias BOTAK telah terbukti melakukan penganiayaan 
yang menyebabkan luka berat terhadap diri saksi korban Lk. 
KURNIAWAN dengan seorang diri dan menyebabkan luka berat. 
Oleh karena surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum adalah jenis surat dakwaan primair subsidair. Maka Majelis Hakim 
hanya akan memilih salah satu dari dakwaan yang digunakan Jaksa 
Penuntut Umum untuk menjerat terdakwa MUHAMMAD HASBI tas 
perbuatan yang telah ia lakukan. Bilamana dakwaan primair Jaksa 
Penuntut Umum sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu 
dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan.  
3. Tuntutan Jaksa Penutut Umum (Requisitoir) 
Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang ditujukan 
kepada terdakwa MASYKUR alias BOTAK, maka oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam surat tuntutannya lebih mengacu pada perbutan terdakwa 
yang dianggap paling memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) 
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menuntut agar 
Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana 








 Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
 
1. Menyatakan terdakwa Masykur alias Botak terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat” sebagaimana yang di atur dan diancam pidana dalam Pasal 
351 ayat (2) KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masykur alias Botak, 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan 
masa tahanan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 
 
 




1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR alias BOTAK terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) 
bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu dupiah). 
 
5.  Komentar Penulis 
  Dalam perkara pidana No. 744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks., dari uraian 
posisi kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam kasus ini 
majelis hakim lebih memilih untuk menjerat terdakwa Masykur alias Botak 
dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (2) 
yang pada pokoknya menjelaskan mengenai delik penganiayaan yang 
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menyebabkan luka berat daripada aturan pidana sebagaimana yang 
termuat pada Pasal 351 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan 
tentang penganiayaan biasa. Hal demikian dikarenakan, majelis hakim 
berpandangan bahwa serangkaian tindakan dan akibat dari penganiayaan 
yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban lebih mencocoki 
rumusan delik sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (2). 
Adanya luka berat yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku yang kemudian telah diperkuat dengan adanya hasil 
Visum.  
  Dalam proses persidangan, unsur-unsur yang terkandung pada 
Pasal 351 ayat (1) tidak mencocoki dengan serangkaian perbuatan yang 
telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pula yang menjadi dakwaan 
subsidair dari Jaksa Penuntut Umum.  
Dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan 
terdakwa telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan dari alat-alat 
bukti tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah menyalahi 
rumusan delik sebagaimana yang telah diatur sebelumnnya dalam Pasal 
351 ayat (2) KUHP. Penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP sudah sangatlah 
tepat, dengan mangacu pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa sehingga 
menyebabkan saksi korban mengalami luka berat. Majelis Hakim sangat 
jelih dalam melihat dan menelaah serangkaian perbuatan terdakwa 
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sehingga penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP sudah sangat bersesuaian 
dengan perbuatan terdakwa yang tentunya harus dipertanggungjawabkan. 
Terdakwa dengan seorang diri melakukan penikaman terhadap saksi 
korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi korban 
mengalami luka tusuk pada daerah perut saksi korban yaitu 2 (dua) jari 
dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu kali nol koma lima) dan 
menembus pertengahan usus besar (perforasi pertengahan calin 
transversum mesosigoid) yang kemudian luka tersebut sesuai dengan 
perlukaan akibat kekerasan benda tajam yang kemudian telah dikuatkan 
dengan bukti Visum et Repertum No.HK.05.01/2.4.19/036/2013 tanggal 4 
April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Warsiningsih, Sp.B., KBD. 
Sehingga dapat disimpulkan penganiayaan yang dilakukan terdakwa 
menyebabkan adanya luka berat yang kemudian dialami oleh saksi 
korban dan mengharuskan saksi korban menjalani perawatan instensif 
selama sembilan hari.  
Berdasarkan serangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan 
terdakwa di atas, maka keputusan majelis hakim yang lebih memilih 
menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP telah tepat, 
dibandingkan dengan Pasal 351 (1) KUHP, oleh  karena dalam Pasal 351 
ayat (2). Hal ini didasarkan pada hasil Visum yang menyatakan adanya 
akibat luka berat yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan yang 
telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga penarapan pidana materiil pada 




B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara 
Pidana No. 558/ Pid.B/ 2011/ PN.Mks. 
Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses 
peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah 
perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. 
Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah 
atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya 
sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam surat dakwaannya.  
Didalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum pada 
umumnnya menggunakan pasal atau beberapa pasal yang sekiranya 
bersesuaian dengan perbuatan pelaku yang didasarkan pada berita acara 
pemeriksaan (BAP) yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan hasil 
penyidikan yang telah dilakukan.  
Dalam putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan 
sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) yaitu : 
a. Vonis bersalah 
b. Vonis bebas 
c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum 
Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan 
terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat 
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dalam pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tidak 
adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. 
Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim jika didalam pemeriksaan 
persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur 
yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan 
minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. 
Vonis lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim jika 
dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah 
mmenuhi unsur-unsur yang telah dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan 
pemaaf atau alasan pembenar. 
Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah oleh 
gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah 
alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa 
dibenarkan misalnya, overmach, perbuatan terdawa berdasarkan perintah 
atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah Undang-Undang. 
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 
744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks., adalah vonis bersalah dengan hukuman 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, oleh perbuatan yang 
telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatannya telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 (2) 
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KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Barangsiapa; 
2. Penganiyaan menyebabkan luka berat.  
Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim menilai 
bahwa perbuatan terdakwa lebih mencocoki unsur-unsur sebagaimana 
yang termuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Hal tersebut dapat 
didasarkan pada tuntutan Jaksa Penutut Umum yang unsur-unsur 
tersebut sangat bersesuaian dengan alat bukti yang ada. Adapun 
penjabaran unsur-unsurnya yakni :  
 
1. Barangsiapa 
Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek 
hukum atau pelaku tindak pidana yaitu MASYKUR alias BOTAK.  
Unsur barangsiapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk 
membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas 
perubuatannya.  
Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tidak diatur dalam  KUHP, namun KUHP hanya 
mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam 
Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan : 
2) Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya 
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cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak 
dipidana. 
 
Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun 
psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
selaku subjek hukum. 
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat 
Unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) adalah melakukan 
penganiayaan yang memiliki akibat atau dengan kata lain 
menyebabkan luka berat. Artinya perbuatan terdakwa tidak hanya 
sekadar penganiayaan biasa semata melainkan atas perbuatan 
seseorang menyebabkan luka berat yang dialami oleh orang lain.  
Penganiayaan yang dilakukan dengan terdakwa telah 
bersesuaian dengan kronologis terjadinya tindakan penganiayaan 
yang dilakukan oleh terdakwa Masykur alias Botak terhadap saksi 
korban Kurniawan yakni dalam suatu waktu terjadinya tindak 
penganiayaan, terdakwa Masykur alias Botak melakukan 
penganiayaan dengan cara menikam saksi korban sebanyak 1 
(satu) kali dengan menggunakan taji yang mengenai bagian perut 
saksi korban.  
 
Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi 
korban pun disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan 
terhadap seorang laki-laki, 20 tahun pada tanggal 1 Maret 2013. 
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Pada korban tersebut ditemukan luka tusuk pada daerah perut 
yaitu dua jari dari atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu kali 
nol koma lima) dan menembus pertengahan usus besar (perforasi 
pertengahan calin transversum + mesosigoid) yang kemudian luka 
tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam. 
Akibatnya korban mengalami sakit sehingga membutuhkan 
perawatan selama 9 (sembilan) hari. Sesuai dengan Visum Et 
Repertum dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar 
No.HK.05.01/2.4.19/036/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditanda 
tangani oleh dr. Warsiningsih, Sp.B., KBD. 
 
1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Yuridis 
Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa 
tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang 
didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Adapun 
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa yakni :  
Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah 
mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair Subsidair. 
Menimbang, bahwa karena oleh perbuatan terdakwa telah 
memenuhi segenap unsur-unsur yang terkandung dalam surat 
dakwaan primair sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut 
Umum dan mengingat oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
tersebut adalah dakwaan primair subsidair, maka oleh karena itu 
dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi 
Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum  
menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar 
87 
 
keterangannya dibawah sumpah yaitu: 1 KURNIAWAN alias 
WAWAN, 2. ZAENAL bin MANSUR, sebagaimana termuat 
selengkapnya dalam berita acara persidangan; 
Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-
saksi tersebut; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengan keterangan 
terdakwa telah bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan 
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana ’penganiayaan”; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta 
terdakwa dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar 
putusan ini; 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak 
ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat 
menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, untuk itu 
terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan 
terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) 
KUHAP, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jakwa Penutut 
Umum dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada 
diri terdakwa. 
 
2. Pertimbangan Sosiologis    
 Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka 
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan sesuai yang terungkap di persidangan, 
yakni : 
Hal-hal yang memberatkan : 
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 Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami 
luka berat. 
Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa belum pernah dihukum;  
 Terdakwa menyesali perbuatannya; 
 Terdakwa masih muda. 
Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah 
sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari 
pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak 
mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang sehingga 
menimbulkan efek jera bagi terdakwa. 
Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini 
adalah bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur 
dalam Pasal 351 ayat (2)  KUHP, dan tidak menggunakan Pasal 
351 ayat (1) jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.   
Unsur-unsur tersebut didukung oleh keterangan saksi dari 
saksi korban Lk. KURNIAWAN alis WAWAN. Saksi-saksi  a de 
charge yaitu saksi Zaenal bin Mansur dan saksi Mathius Marampa. 
Terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat pada orang lain, tidak hanya berdasarkan 
pada alat bukti saksi yang terdiri atas saksi korban dan dua 
kesaksian lainnya, melainkan pula  didukung oleh alat bukti surat 
yang dihadirkan didalam persidangan yaitu Visum et Revertum dari 
Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar dengan No. 
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HK.05.01/ 2.4.19/ 036/ 2013 tanggal 4 April 2013 yang ditanda 
tangani oleh dr. Warsiningsih, Sp.B., KBD dan keterangan 
terdakwa didalam pemeriksaan dipersidangan yang kesemua alat 
bukti diatas telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan 
akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya.     
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 
dengan Bapak Suprayogi yang merupakan majelis hakim pada 
kasus ini terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan luka 
berat pada Jumat, tanggal 25 April 2014 pukul 10.00 Wita. Beliau 
berpendapat bahwa dalam hal penjatuhan pidana, hakim harus 
berfokus pada berbagai aspek. Sehingga putusan yang dijatuhkan 
dapat mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukum baik bagi pelaku sebagai subjek hukum yang harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga korban. 
Sejauhmana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku juga 
menjadi hal penting bagi hakim dalam mengukur sejauhmana 
kerugian yang dialami oleh korban.  
3. Analisis Penulis 
Amar putusan merupakan ”Mahkota” dari suatu proses peradilan, 
oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan 
hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah 
tersirat dalam suatu putusan.  
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Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam 
suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu 
sendiri. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhakan oleh 
hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum 
dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang 
bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang 
mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara 
objektif dapat  diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas 
pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada 
khususnya.  
Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis 
Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-
pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.  
Berdasarkan fungsinya, majelis hakim menjadikan surat dakwaan 
sebagai pedoman didalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan 
tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan putusan. 
Majelis Hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang bersalah atas 
perbuatannya bilamana Jaksa Penuntut Umum tidak perbuatan tersebut 
tidak dimasukkan kedalam surat dakwaan meskipun yang terbukti bahwa 




Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 
(tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yakni : ” keterangan saksi korban, surat, dan keterangan 
terdakwa. Jadi hal ini sudah cukup alat bukti untuk diajukan di 
persidangan ”. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan 
bahwa hakim dalam menjatuhakan putusan harus didasarkan pada 
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan 
hakim.  
Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah 
tepat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan surat dakwaan 
primair subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang oleh 
Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa dengan melihat secara keseluruhan serangkaian 
perbuatan terdakwa yang kemudian harus diuji dan dibuktikan kesemua 
unsur-unsur dari tindak pidana.  
Oleh karena surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penutut Umum 
bersifat primair subsidair, yang pada dakwaan primairnya, unsur-unsur 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi 
berdasarkan alat bukti yang ada dan pemeriksaan yang telah dilakukan 
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sepanjang persidangan, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi diuji dan 
dibuktikan kesemua unsur-unsurnya. 
Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwapun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keselurahan dari 
rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian 
para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim 
menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara sudah 












1. Penerapan hukum pidana terhadap delik penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat dalam kasus No. 744/ Pid.B/ 2013/ 
PN.Mks telah tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi 
unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP. Terdapatnya luka berat yang 
dialami oleh saksi korban atas perbuatan terdakwa dibuktikan hasil 
Visum terhadap saksi korban. Dalam kasus ini saksi korban 
mengalami luka tusuk yang berasal dari senjata tajam yang 
digunakan terdakwa dalam mewujudkan penganiayaan yang 
dilakukannya. Sehingga akibat dari luka tusuk tersebut 
menyebabkan pada daerah perut saksi korban yaitu 2 (dua) jari dari 
atas pusat dengan ukuran 1 x 0.5 cm (satu kali nol koma lima) dan 
menembus pertengahan usus besar (perforasi pertengahan calin 
transversum mesosigoid) yang kemudian luka tersebut sesuai 
dengan perlukaan akibat kekerasan benda tajam dan membuat 
korban harus menjalani perawatan instensif. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana putusan 
perkara pidana No. 5744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks dengan adanya tiga 
alat bukti yang sah serta hakim yakin karenanya. Keterangan saksi 
korban, alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan keterangan 
94 
 
terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya menjadi hal 
penting untuk menjadi acuan bagi majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
B. Saran 
1. Bahwa hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih 
teliti dan jeli dalam menjatuhkan putusan, terutama jika dalam surat 
dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua pasal yang 
memiliki kemiripan unsur.  
2. Hendaknya terdakwa dihukum lebih berat lagi untuk memberikan 
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